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Abstrak – Terorisme merupakan kejahatan luar biasa. Dampak negatif dari terorisme amat berbahaya dan merugikan. Pasca Insiden 9/11, terorisme menjadi perhatian serius. Berbagai kebijakan dan strategi dibuat untuk mencegah dan memerangi terorisme, baik secara nasional, regional, maupun internasional. Artikel ini secara khusus mempresentasikan bagaimana Asosiation of South East Asian Nations (ASEAN) merespons persoalan terorisme. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif melalui studi literatur, artikel ini menjelaskan pengaruh ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT) yang merupakan wujud kesungguhan ASEAN, bagi kebijakan dan strategi kontra-terorisme di Indonesia. Dengan meratifikasi ACCT dan menurunkannya ke dalam kebijakan dan strategi pada tiap aspek dan bentuk, Indonesia secara tegas mendukung segala ikhtiar dan memerlukan kerja sama regional dalam melakukan kontra-terorisme.  
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Abstract – Terrorism is an extraordinary crime. The negative impact of terrorism is very dangerous and detrimental. After the 9/11 Incident, terrorism became a serious concern. Various policies and strategies are made to prevent and combat terrorism, both nationally, regionally, and internationally. This article specifically presents how the Association of South East Asian Nations (ASEAN) responds to the problem of terrorism. Using qualitative research methods through literature studies, this article explains the influence of the ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT), which is a manifestation of ASEAN’s seriousness, for counter-terrorism policies and strategies in Indonesia. By ratifying the ACCT and translating it into policies and strategies in every aspect and form, Indonesia firmly supports all endeavors and requires regional cooperation in counter-terrorism.
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Pendahuluan
Sebagai kejahatan kemanusiaan yang sifatnya universal dan potensial terjadi di berbagai belahan dunia serta dapat dilakukan oleh siapa saja karena merupakan salah satu dari aneka modus operandi dalam mencapai tujuan, terorisme sudah sepatutnya dilawan. Dalam istilah yang lebih metodologis, langkah-langkah yang dirancang untuk memerangi atau mencegah terorisme disebut kontra-terorisme.


Secara global, regional, maupun nasional, berbagai kebijakan kontra-terorisme telah disusun dan terus diperbaharui sesuai perkembangan zaman. Hal ini dengan tegas menandakan bahwa terorisme merupakan musuh bersama yang mesti diperangi atau dicegah secara kolektif-komunal. Dalam konteks regional, bagaimana kebijakan Asosiation of South East Asian Nations (ASEAN), misalnya, memengaruhi kebijakan dan strategi kontra-terorisme di Indonesia? Lebih lanjut, aspek apa saja dan dalam bentuk apa pengaruh tersebut dalam kebijakan nasional penanggulangan terorisme yang diimplementasikan di Indonesia?

Artikel ini bertujuan menjawabi pertanyaan-pertanyaan penting ini. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini kiranya dapat menjadi perhatian dan digunakan sebagai panduan dalam memerangi dan mencegah terorisme, baik global, regional, maupun nasional.
Metode Penelitian
Artikel ini disusun menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Berbagai sumber terutama yang dikeluarkan oleh The ASEAN Secretariat diteliti untuk menemukan bagaimana kebijakan dan strategi ASEAN dalam upaya kontra-terorisme. Selanjutnya, pengaruh kebijakan dan strategi ASEAN bagi Indonesia dalam upaya yang sama juga ditunjukkan. 
Dalam artikel ini, terlebih dahulu dipresentasikan bagaimana perubahan paradigma regional turut berkontribusi. Hal ini penting untuk memahami kebijakan ASEAN dalam kontra-terorisme.
Hasil dan Pembahasan
Perubahan Paradigma Regional
Peristiwa Terorisme 11 September 2001 atau Insiden 9/11 mendapat respons yang masif dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pasca insiden tersebut, PBB melalui Security Council mengeluarkan resolusi yang mengajak negara-negara anggota PBB untuk mengambil langkah-langkah khusus dalam penanggulangan terorisme. PBB melalui United Nations Terrorism Prevention Branch telah melakukan kajian ekstensif dan merekomendasikan penanggulangan secara komprehensif melalui berbagai aspek, seperti politik dan pemerintahan, ekonomi dan sosial, psikologi, komunikasi, dan pendidikan, peradilan dan hukum, sistem kepolisian dan penjara, intelijen, militer, dan imigrasi (Hamzani, dkk., 2020). Hal ini menjadi faktor penting bagi ASEAN dalam mengubah paradigma kontra-terorisme menjadi lebih khusus, yang semula menggunakan terminologi kejahatan transnasional.
Sebelum tahun 2011, ASEAN Declaration on Transnational Crime 1997, Manila Declaration on the Prevention and Control of Transnational Crime 1998, dan ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crime 1999 menjadi acuan ASEAN untuk menanggulangi terorisme (The ASEAN Secretariat, 2012 dalam Pradnyana, 2022:16). Deklarasi dan rencana aksi ini memandang bahwa terorisme merupakan tindakan kriminal dan subversi internal yang penanganannya diserahkan kepada lembaga penegak hukum. Pada operasionalisasinya, ada bias yang signifikan antara terorisme dan ranah kejahatan transnasional lain seperti pencucian uang, perdagangan narkoba dan manusia, serta pembajakan. Hal tersebut mencerminkan bahwa ASEAN memandang terorisme sebagai tindak-bentuk kejahatan yang signifikan, dibandingkan masalah keamanan lainnya. 

Pasca Insiden 9/11, pemahaman ASEAN secara institusional dalam menangani terorisme, berubah. ASEAN menunjukkan langkah-langkah konkret yang menempatkan terorisme sebagai tindak kriminal khusus. Pada tahun 2001, ASEAN pertama kali mengeluarkan deklarasi dalam upaya menanggulangi terorisme secara lebih spesifik melalui ASEAN Declaration on Joint Action to Counter Terrorism (The ASEAN Secretariat, 2018.) Kawasan kemudian meningkatkan upaya kontra-terorisme setelah insiden Bom Bali pada tahun 2002, peristiwa teror pertama di Asia Tenggara yang aktor-aktornya terkoneksi antara beberapa negara ASEAN seperti Malaysia, Singapura, dan Indonesia (Pradnyana, 2022:17). Setelah insiden tersebut, dikeluarkan deklarasi bersama dalam penanganan terorisme melalui Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Phnom Penh pada 3 November 2002. Kemudian secara berturut-turut, disusul dengan menandatangani sejumlah deklarasi bersama dengan mitra-mitra dialog eksternal seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, India, Australia, Rusia, Jepang, Korea Selatan, Selandia Baru, Pakistan, dan Kanada. Ada juga deklarasi bersama dengan Tiongkok pada tahun 2002 yaitu Joint Declaration of ASEAN and China on Cooperation in the Field of Non-Traditional Security Issues (The ASEAN Secretariat, 2012), tetapi tidak mencantumkan kata “kontra-terorisme” seperti deklarasi dengan mitra dialog eksternal sebelumnya. Sejak 2002, negara-negara anggota ASEAN telah melakukan upaya untuk memperkuat kerja sama melawan terorisme (Rose & Nestorovska, 2005 dalam Pradnyana, 2022:17). Pada Mei 2002, Indonesia, Malaysia dan Filipina kemudian Kamboja dan Thailand menandatangani perjanjian anti-terorisme untuk memperkuat kontrol perbatasan, berbagi informasi penumpang maskapai penerbangan, membangun hotline, berbagi informasi intelijen, dan menerapkan standar prosedur pencarian dan penyelamatan. Beberapa negara lain di kawasan juga telah menandatangani perjanjian kerja sama serupa. Kerja sama antara pemerintah, khususnya penegak hukum dan badan intelijen, ditingkatkan pada tahun 2002 dan 2003. Mitra eksternal seperti Amerika Serikat dan Australia terlibat dalam pelaksanaan kerja sama ini. Berbagai kerja sama regional yang berkembang pesat sejak tahun 2002 telah membuahkan hasil, meskipun banyak kendala yang disebabkan oleh kendala politik dan ekonomi internal negara-negara di Asia Tenggara (Pradnyana, 2022:17).
ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT)
Perubahan paradigma regional pra dan pasca Insiden 9/11 selanjutnya mendorong lahirnya Konvensi ASEAN Melawan Terorisme atau ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT) pada Januari 2007 saat KTT ASEAN ke-12 di Cebu, Filipina. Dengan adanya perjanjian kerja sama ini, dapat dilihat bagaimana negara-negara anggota ASEAN memiliki komitmen yang sama dalam memerangi terorisme.


ACCT merupakan mekanisme kerja sama antara lembaga penegak hukum dan yang terlibat dalam perang melawan terorisme di masing-masing negara anggota. Lebih jauh, ACCT membahas serangkaian perjanjian kontra-terorisme yang relevan untuk mengidentifikasi pelanggaran serta memungkinkan perubahan dari negara-negara anggota yang bukan merupakan pihak dari perjanjian ini (Borelli, 2017). Ketentuan ACCT lainnya seringkali bersifat fasilitasi, dalam artian, ACCT tidak mendefinisikan kewajiban baru, melainkan menegaskan kembali kewajiban berdasarkan perjanjian anti-terorisme berkaitan dengan kinerja nasional dan mengidentifikasi bidang kerja sama di bawah undang-undang nasional masing-masing. Namun, sebagai instrumen yang mengikat secara hukum, ACCT dipandang sebagai fondasi penting yang menjadi landasan dasar kerja sama kontra-terorisme ASEAN. Selain itu, ACCT memiliki potensi besar di bidang berbagi informasi dan peningkatan kapasitas (Pradnyana, 2022:18).

Adopsi ACCT diikuti dengan pengembangan ASEAN Comprehensive Plan of Action on Counter Terrorism atau Rencana Aksi Komprehensif ASEAN Melawan Terorisme tahun 2009. Sebagai inti dari kerangka kerja ACCT, ASEAN Comprehensive Plan of Action on Counter Terrorism 2009 melengkapi kegiatan yang ditujukan untuk melawan terorisme, mencegah, dan menekan organisasi terorisme, mengganggu jaringan yang mendukung terorisme, menggagalkan rencana aksi terorisme, dan membawanya ke ranah pengadilan. Atas dasar ini, dapat dilihat bahwa keamanan kawasan merupakan salah satu aspek penting yang dibahas oleh ASEAN. Ada peningkatan yang signifikan dalam upaya ASEAN untuk mengembangkan stabilitas dan keamanan kawasan. Pada tahun 2015, Komunitas Keamanan Politik ASEAN atau ASEAN Political-Security Community (APSC) dibentuk dalam kerangka Komunitas ASEAN. Secara keseluruhan, pilar ini menjamin stabilitas politik dan keamanan di ASEAN. Terorisme, radikalisme, dan ekstremisme menjadi salah satu poros utama pilar ini. APSC berusaha untuk memperkuat hubungan yang saling menguntungkan antaranggota ASEAN, mitra dialognya, dan pihak eksternal lainnya. APSC juga mempertahankan posisi sentral dan peran aktif ASEAN dalam mekanisme regional yang terbuka, transparan, dan inklusif, tetapi tetap mempertahankan partisipasi aktif dan berwawasan jauh ke depan. Dalam proses pencapaian tujuannya, APSC telah memperkuat kapasitas dan kehadiran kelembagaannya. Tujuan ini akan dicapai dengan menyederhanakan proses kerja ASEAN, meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan koordinasi. Selain itu, upaya untuk memperkuat Sekretariat ASEAN dan meningkatkan kehadiran lembaga-lembaga ASEAN di tingkat nasional, regional, dan internasional terus dilakukan. Dalam dokumen APSC, secara implisit disebutkan bahwa ASEAN perlu mengambil langkah-langkah preventif untuk memerangi terorisme di kawasan. Dengan demikian, berbagai upaya kontra-terorisme di kawasan tersebut kemudian diarahkan pada kerangka APSC. ACCT dapat dikatakan sebagai produk hukum dari ASEAN untuk mengarahkan dan mengatur mekanisme kontra-terorisme oleh negara-negara anggota. ASEAN secara tegas memberikan lisensi bahwa terorisme merupakan isu keamanan kawasan sehingga metode atau pendekatan hukum dijadikan acuan untuk dapat meraih keamanan tersebut, meskipun penanganan terorisme di setiap negara anggota belum seragam (Pradnyana, 2022:18-19).
Pengaruh ACCT Bagi Indonesia
Pasal 1 ACCT dengan gamblang menegaskan, “This Convention shall provide for the framework for regional cooperation to counter, prevent and suppress terrorism in all its forms and manifestations and to deepen cooperation among law enforcement agencies and relevant authorities of the Parties in countering terrorism.” Konvensi ini harus menyediakan kerangka bagi kerja sama regional untuk melawan, mencegah, dan memberantas terorisme dalam segala bentuk dan manifestasinya dan untuk memperdalam kerja sama antara lembaga penegak hukum dan otoritas terkait dari para anggota dalam penanggulangan terorisme.

ACCT disusun untuk memiliki nilai tambah dibandingkan dengan instrumen hukum internasional serupa, dengan desain yang memiliki karakteristik regional yang kuat. Kerja sama yang tertuang dalam konvensi tersebut bersifat komprehensif yang mencakup bidang pencegahan, penindakan (law enforcement), pemberantasan, dan program rehabilitasi, sebagai salah satu strategi dan pendekatan untuk mencegah terulangnya tindak kejahatan terorisme serta pengungkapan jaringan terorisme. Konvensi ini memuat berbagai bentuk kerja sama dalam bidang penanganan root causes terorisme termasuk kerja sama untuk mendorong interfaith dialogues yang merupakan gagasan atau pemikiran untuk Indonesia yang telah dianut secara global (Kemenlu RI, 2015). 


Pasal 1 ACCT berikut tanggapan Kemenlu RI terlampir, sangat jelas menunjukkan bagaimana selanjutnya ACCT memengaruhi kebijakan dan strategi kontra-terorisme di Indonesia. Konkretisasi dari pengaruh ACCT nyata lewat diratifikasinya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pengesahan ASEAN Convention on Counter Terrorism (Konvensi ASEAN Mengenai Pemberantasan Terorisme) pada 19 April 2012. (a) Bahwa pelaksanaan hubungan luar negeri bebas aktif yang didasarkan atas asas persamaan derajat, saling menguntungkan, dan saling menghormati, merupakan salah satu perwujudan dari tujuan Pemerintah Republik Indonesia, yaitu ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial; (b) Bahwa tindakan terorisme merupakan kejahatan yang bersifat lintas batas negara dan telah mengakibatkan hilangnya nyawa tanpa memandang korban, menimbulkan ketakutan masyarakat secara luas, hilangnya kemerdekaan, serta kerugian harta benda, oleh karena itu perlu dilaksanakan langkah-langkah pemberantasan melalui kerja sama regional; dan (c) Bahwa pada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-12, di Cebu, Filipina, tanggal 13 Januari 2007, Pemerintah Indonesia telah menandatangani ASEAN Convention on Counter Terrorism (Konvensi ASEAN mengenai Pemberantasan Terorisme); merupakan poin-poin yang menjadi pertimbangaan dalam mengesahkan ACCT. Poin-poin ini sekaligus mendeskripsikan bahwa ACCT sangat penting untuk Indonesia.


Elaborasi umum atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pengesahan ASEAN Convention on Counter Terrorism (Konvensi ASEAN Mengenai Pemberantasan Terorisme) juga menunjukkan bahwa ACCT turut memengaruhi kebijakan dan strategi kontra-terorisme di Indonesia. Pengaruh itu antara lain terkait perlunya kerja sama keamanan dalam penanganan terorisme di ASEAN yang amat diperlukan untuk mewujudkan perdamaian dan stabilitas yang dinamis di kawasan, dengan tetap mengedepankan Kepentingan Nasional Indonesia yang pada akhirnya akan turut menyokong terwujudnya suatu Komunitas ASEAN pada tahun 2015 yang ditopang oleh tiga pilar yang saling memperkuat, yaitu Komunitas Politik Keamanan, Komunitas Ekonomi, dan Komunitas Sosial-Budaya. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kerja sama keamanan dengan negara sahabat tidak dapat dihindari dan perlu terus dipupuk dan ditingkatkan berdasarkan prinsip-prinsip saling menguntungkan, kesetaraan, dan penghormatan penuh atas kedaulatan setiap negara. Oleh karena itu, Pemerintah Republik Indonesia memandang perlu meningkatkan kerja sama keamanan dengan negara yang tergabung dalam ASEAN dalam menanggulangi kejahatan terorisme di bawah payung Konvensi ASEAN mengenai Pemberantasan Terorisme. Seluruh prinsip yang terkandung dalam Konvensi ASEAN mengenai Pemberantasan Terorisme antara lain memuat pandangan bahwa terorisme tidak dapat dan tidak boleh dihubungkan dengan agama, kewarganegaraan, peradaban, atau kelompok etnis apa pun, menghormati kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah dan identitas nasional, tidak campur tangan urusan dalam negeri, menghormati yurisdiksi kewilayahan, adanya bantuan hukum timbal balik, ekstradisi, serta mengedepankan penyelesaian perselisihan secara damai. Selain itu, di dalam Konvensi ASEAN ini secara khusus terdapat prinsip yang merupakan nilai tambah yang tidak dimiliki oleh konvensi serupa yang memuat ketentuan mengenai program rehabilitasi bagi tersangka terorisme, perlakuan yang adil dan manusiawi serta penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam proses penanganannya.


Setelah Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) meratifikasi ACCT, Al Muzzammil Yusuf, legislator dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), memberikan pandangan yang dapat membantu memahami pengaruh ACCT bagi Indonesia. Menurut Yusuf (Republika, 2012), Komisi I DPR RI sepakat untuk meratifikasi ACCT karena konvensi ini memberikan jaminan kepada masing-masing anggota ASEAN untuk menjunjung tinggi prinsip kesetaraan, kedaulatan, integritas teritorial, yurisdiksi, dan tidak campur tangan dalam urusan negara lain. Konvensi ini menegaskan bahwa terorisme tidak boleh dikaitkan dengan agama tertentu dan memperkenalkan program rehabilitasi, agar pelaku tindak terorisme dapat kembali menjadi bagian dari masyarakat. Keuntungan meratifikasi konvensi ini di antaranya ialah setiap negara dapat saling tukar informasi intelijen terkait terorisme, saling memberikan bantuan hukum timbal balik, melaksanakan kewajiban ekstradisi, dan adanya kerja sama antara lembaga-lembaga penegak hukum. Pemerintah Indonesia mesti berkomitmen untuk tetap menggunakan pendekatan penegakan hukum (law enforcement-focused approach) dalam menangani pemberantasan terorisme di Indonesia. Pendekatan penegakan hukum ini lebih menjamin kesamaan kedudukan di depan hukum dan menjujung hak asasi manusia dibandingkan pendekatan lainnya.
Aspek dan Bentuk Kontra-Terorisme di Indonesia
Perubahan paradigma regional yang selanjutnya melahirkan ACCT, turut memengaruhi kebijakan dan strategi kontra-terorisme di Indonesia. Implementasi kebijakan nasional Indonesia dapat dilihat pada beberapa aspek dan bentuknya, antara lain sebagai berikut.


Pertama, aspek paradigmatik. Bentuknya, terorisme tidak lagi dipahami sebagai kejahatan transnasional semata, melainkan tindak dan bentuk kriminal khusus atau extraordinary crime yang perlu ditangani secara khusus pula, yang nyata dalam ACCT, misalnya. Kedua, aspek yuridis. Bentuknya, pendekatan penegakan hukum (law enforcement-focused approach) dalam menangani pemberantasan terorisme di Indonesia. Selain itu, bentuk yang lebih konkret ialah diratifikasinya ACCT menjadi Undang-Undang Republik Indonesia, yang seterusnya menjadi pedoman arah secara hukum dalam melakukan kontra-terorisme di Indonesia. Ketiga, aspek komunal-regional. Dengan meratifikasi ACCT sebagai konvensi yang menyediakan kerangka bagi kerja sama regional untuk melawan, mencegah, dan memberantas terorisme dalam segala bentuk dan manifestasinya dan untuk memperdalam kerja sama antara lembaga penegak hukum dan otoritas terkait dari para anggota dalam penanggulangan terorisme, Indonesia, dalam melakukan kontra-terorisme, membutuhkan kolaborasi dengan sesama negara anggota ASEAN. Bentuknya, saling tukar informasi intelijen terkait terorisme, saling memberikan bantuan hukum timbal balik, melaksanakan kewajiban ekstradisi, dan/atau melakukan kerja sama antara lembaga-lembaga penegak hukum. 


Lebih lanjut, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT RI) sebagai institusi khusus dan utama, juga fokus pada upaya kontra-terorisme. Model kontra-terorisme yang diterapkan ialah model peradilan kriminal dengan dasar hukumnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 dengan revisi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 (Timur, 2020 dalam Timur, 2023). Sesuai amanat Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018, BNPT diwajibkan untuk melakukan pencegahan terorisme melalui kesiapsiagaan nasional, kontra-radikalisasi, dan deradikalisasi. Tidak hanya itu, BNPT juga menjadi koordinator utama tim Sinergisitas Antar 38 Kementerian/Lembaga yang merupakan bagian dari program kontra-terorisme dengan pendekatan humanis melalui pembangunan kesejahteraan. Pendekatan multi stakeholders memungkinkan BNPT melibatkan unsur Kementerian/Lembaga, masyarakat lintas agama dan budaya, hingga negara sahabat dalam memerangi terorisme. Kolaborasi ini menjadi penting karena terorisme merupakan problem yang bersifat multidimensional dan tidak dapat diselesaikan secara parsial. 


Dalam konteks Bela Negara, Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia juga menyusun secara komprehensif strategi dalam mencegah dan menanggulangi terorisme di Indonesia. Pencegahan dan penanggulangan terorisme membutuhkan suatu kerja sama secara menyeluruh. Selain kualitas dan kuantitas aparat yang telah dibentuk pemerintah, diperlukan juga dukungan berupa kepedulian masyarakat, karena dengan melibatkan masyarakat, penanggulanan dan pencegahan secara dini terhadap seluruh aksi atau kegiatan terorisme dapat dengan mudah dilakukan. Di bawah kerangka sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (SISHANKAMRATA), TNI dan Polri sebagai elemen utama dalam menghadapi aksi kejahatan terorisme harus selalu melakukan koordinasi dengan instansi-instansi pemerintah atau swasta atau elemen sipil lainnya. Dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme di Indonesia, dibutuhkan suatu badan ekstra semacam lembaga anti terorisme nasional yang pengawakannya ditangani secara terpadu antara TNI dan Polri serta unsur masyarakat di bawah satu komando pengendali. Selain peningkatan kerja sama dalam negeri, perlu juga kerja sama dengan lembaga-lembaga anti terorisme yang berada di luar negeri, yang tentunya didasari oleh kerangka hukum, karena dasar hukum yang kokoh akan menjadi dasar kebijakan dan tindakan nasional dalam memerangi terorisme. Selain itu, dengan adanya dasar hukum yang kuat, diharapkan mampu melindungi berbagai kepentingan, baik kepentingan publik maupun hak-hak asasi manusia.
Kesimpulan 
Pada dasarnya, berbagai instrumen kebijakan yang dikeluarkan, sebagaimana diuraikan dalam artikel ini, memperlihatkan upaya ASEAN yang menggunakan pendekatan penegakan hukum dalam strategi kontra-terorisme. Selain itu, pasca Insiden 9/11, ASEAN mengubah terminologi penanganan terorisme secara lebih khusus, melalui mekanisme-mekanisme institusional.
ACCT sebagai produk dari perubahan paradigma regional dalam memandang terorisme sebagai extraordinary crime, memiliki urgensi dan signifikansi bagi negara-negara anggota ASEAN dalam upaya kontra-terorisme. Dengan meratifikasi ACCT, berikut menurunkannya ke dalam kebijakan dan strategi pada tiap aspek dan bentuk, Indonesia secara tegas mendukung segala ikhtiar dan memerlukan kerja sama regional dalam melakukan kontra-terorisme. Baik itu dalam negeri, dalam Kawasan, maupun dalam dunia internasional.
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